FERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURAKARTA,
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA SURAKARTA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOYOLALI, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KARANGANYAR, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
WONOGIRI, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SRAGEN,
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN.

NOMOR: 47 /137 /11 / 2018

NOMOR: 43¢ /2121 /1t /2018

NOMOR: 433G/ G /13 /2018

NOMOR: 43¢ 7144/ 2018

NOMOR: 436 /110-\ /28

NOMOR: 34¢ / || /2018

NOMOR: 19.6/ 21 /03| /2018

NOMOR: o%9.6 f 493 /&

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ANTAR DAERAH SUBOSUKAWONOSRATEN

Pada harl Kamis, tanggal Delapan, bulan Februari, dan tahun Dua ribu delapan belas
(08-02-2018) bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIANI INDRIASTUTI, 5.H., selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta
Nomaor 821.2/346 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dan
Pemindahan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman
Mo. 2 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
{1) Hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang belum diatur
dan/atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA
FIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian Tambahan
(Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.
(2) Perjanjian Tambahan (Addendum) dapat dilaksanakan apabila disetujui  dan
ditandatangani cleh PARA PIHAK.

BAB Xl
FPENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas rangkap 8 (delapan), bermeterai cukup, dan

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BOYOLALI, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEMN SUKOHARJO, DIMNAS
PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN
KARANGANYAR, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI, DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 56\. 2/ 393 / u /2018
NOMOR: 54 /67 22/ 208
NOMOR: 4e¢ / %43/ W /2018
NOMOR: 136.12 /051 .0 /71 /20ola
NOMOR: ©9 .6 /266 /11 /208
NOMOR: SSI. 2/ #8 /023 /2018
NOMOR: S%(. 2/ ©12 Tawhun a20\8

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PERHUBUNGAN
ANTAR DAERAH SE SUBOSUKAWONOSRATEN

Pada hari Kamis, tanggal Delapan, bulan Februari, dan tahun Dua ribu delapan belas
{08-02-2018) bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. HARI PRIHATNG, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/3468 Tahun 2016, tanggal
30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Menteri Supenc
Momor 7 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. UNTUNG RAHARJO, S H., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 821.2/0210 Tahun 2017 tanggal
27 Pebruari 2017 tentang Penunjukan / Penempatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Setara Eselon [1) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang
berkedudukan di Jalan Boyolali — Semarang Km. 5 Penggung Boyolali, Provinsi Jawa
Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.




Fasal 10
PEMNYELESAIAN PERSELISIHAN

{1) Perselisihan yang mungkin timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini, akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat,

{2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan,
maka diselesaikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur,

{3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi
PARA PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan yang belum diatur
danfatau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA
PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian Tambahan
{Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.

(2) Perjanjian Tambahan (Addendum) dapat dilaksanakan apabila disetujui dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

FENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas rangkap- 7 (tujuh). bermeterai cukup, dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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. Dra, Wiwis Trisiwi Handayeni, MM, selaky Kepala Dinas P

PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PARIWISATA KOTA SURAKARTA;, DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN
PAR.'IWISATA KABUPATEN BOYOLALI: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO: DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI: DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SRAGEN: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA HABUPATEN KLATEN

NCMOR : 556 / 0698

NCMOR : 556 / 1514 / 26 / 2018
NOMOR : 556 / 2217 / 2018
NOMOR : 556 / 391 / 2018
NOMOR : 556/ 315

NOMOR : 556 / 26 / 026 / 2018
NOMOR : 556 / 576 / 13 / 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN ANTAR DAERAH SOLO RAYA

Pada hari Kamis, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua ribu delapan belas (3-5-2018)
bertempat di Kabupaten Klaten. kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs, Hasta Gunawan, M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, yang

diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/050, tanggal 28
Februari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini bertindak

Kan di Jalan
Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut

untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kota Surakarta, yang berkedudy
Slamet Riyadi 275, Surakarta, Provinsi
PIHAK KESATU.

emuda, Olah Raga dan
yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
Boyolali Nomor; 821.2 / 0124 tanggal 16 Mei tahun 2017 tentang Penunjukan /

penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini bertindak untuk dan

Pariwisata Kabupaten Bovolali,



© diselenggarakan PARA PIHAK:
b, memberkan materi promosi evenlagend <3
: pada brosur, pamflet, dan feaflet dari PARA PIHAK;

‘¢. menyampaikan uridﬁhigan dan mengirimkan delegasi
lah satu pihak;

kegiatan pariwisata yang diselenggarakan sa
d. memberikan berupa venué pentas bagi delegasi yang bertugas pada event

atan pariwisata tidak terbatas

pada event/agenda

pariwisata;
e. melakukan koordinas
maupun luar negeri,

i dan melaksanakan promosi bersama pbaik di dalam

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak

tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat

(1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
selambat-lambatnya 3 (tige) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Kerja Sama.

L

BAB V
KOORDINASI DAN EVALUASI
Pasal 5

1) Ramt koordinasi dilaksanakan paling sediki i
e paling ikit 8 (enam) bulan sekali atau sesuai
{2) Penyusunan program kerja dan evaluasi
; ; uasi dilak i i
) il sanakan paling sedikit 1 (satu) tahun
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 22/019.6/TAHUN 2018
NOMOR ..../00 /ré47 1 [2010

TENTANG
PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KLATEN
DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu
delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.33-8601 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian
Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa
Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan
- katl Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini
:1--1“8122001 bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Klaten,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.




BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung
sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6
PARA PIHAK akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan
dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam
Kesepakatan Bersama dengan Perjanjian Kerjasama.
Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk atau menugaskan
pejabat pada instansi masing-masing berdasarkan tugas dan
fungsinya.
Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan
saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan Penegasan
Batas Daerah.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 7
Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang
mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan
dan disepakati oleh PARA PIHAK.
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan
terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.



| -_,,, ey
- PENUTUP |
Pasal 8

H_mg perubahan atas materi dalam  Kesepakatay
ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
P Bentuk ain demen dan/atau addendum terhadap Kesepakatan

 Bersama ini, vang merupakan bagian tidak jerpisahkan dar Kesepakatan

Bersama ini.
Demikian Kesepakatan Bersama 1
dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal,

pakatan Bersama i,
bagi PARA PIHAK vang masing-

ni ditandatangani oleh PIHAK KESATU
bulan. tahun sebagaimana

tersebut pada awal Kese dibuat rangkap 2 (dua)

bermeteral cukup vang diperuntukkan

masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang,

sama.
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© PERJANJIAN KERJASAMA
‘ PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 07 TAHUN 2018
NOMOR .. 108 [ré47 -2/ 2010
TENTANG
PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KLATEN
DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

~
“’.e Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu
delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini -
1. JAKA SAWALDI : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
— KLATEN, bertindak dalam Jabatannya
_'.-.'"
3 \“mH%wuhl . .
7\ & 4 BUPAT) KLHMEN tersebut berdasarkan Keputusan Bupati
b Votaris Daerap, Klaten Nomor 821.2/467/10 tentang,
4 'ﬂP dhar
i Pcngnngkamancnunjuknn Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris
~CAFUDIONO. sk Daerah Kabupaten Klaten, bertempat
....\ ; ~— Pailbina Tindkat 1 3 r
‘ NIP. 19611008 198812 7 one tinggal di Klaten, Jalan Pemuda Nomor

294 Klaten, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. AGUS SANTOSA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO, bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor



1 ﬁan .B_slan,ja Daerah PARA PIHAK,

na lai -vang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

eraturan perundang undangan.
ul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ngan kemampuan keuangan dacerah.

BAR VI
JANGKA WAKTU

b Pasal 6

0 _ Mﬁﬂj‘iﬂ-ﬂ ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

| Jawa Tengah.

sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

' ’@dwxgka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat |

';ﬂimnjang sesual kesepakatan PARA PIHAK dan dapat
setiap tahun.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISITHAN
Pasal 7
Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi pe

akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Apabila dalam penvelesaian perselisihan  secara

mufakal sebagaimana dimaksud

kesepakatan, maka penyelesaiannya  diserahkan kepad

BAB VIl
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

pada avat (1) tidak

huruf a

terhitung,

1) dapat

dievaluasi

rschisihan, maka

musvawarah dan

tercapai

a Gubermur
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':* D'e-m'ikian Perjanjian inj ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PITTAK
o KEDUA Pada hari, langea|, bulan, tahun sebagaimang tersebut pada awal
Perjanjian ini, dibuat rangkap 9 [dua)  bermeera cukup  yang
r di‘peruntukkan bagi PARA PUIAK yvang masing-masing berlaky sebagai
aslinva dan MemMpunyai kekuatan hukum yang sama,
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I SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN
TENTANG

 delapan belas, yang bertandatangan dibawah ini nama !
FX. Budiman

1. Nama
Alamat Gedangan, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul
Jabatan Kepala UPT Puskesmas Gedangsari 1 Kabupaten Gunung

Kidul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Gedangsari |

berdasarkan  Surat  Keputusan Bupati Gunungkidul = Nomor

91/D/UP/Kep.D/D4 tanggal 3 Januari 2017 yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA.
. Nama LIMAWAN BUDIWIBOWO
Alamat Jl. Jombor Indah KM.2, Buntalan, Klaten Tengah,
Klaten
J&batan Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten

i @laten
| hai ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah




ewajiban menyediakan materi dalam
ilmu kesehatan sesuai dengan permohonan yang
A\K PERTAMA sctelah mendapatkan persetujuan

IAK WUA mempunyai hak sebagai berikut :

PIHAK KEDUA berhak menerima informasi yang diperlukan terkait
proses rujukan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

b. PIHAK KEDUA berhak mengirimkan tenaga sesuai kemampuan
dan ketersediaan tenaga yang ada dalam rangka pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama.

c. PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas sarana, prasarana
dan akomodasi yang dibutuhkan dari PIHAK PERTAMA dan
apabila terjadi kerusakan atas kegilatan tersebut menjadi
tanggungjawab PIHAK PERTAMA

Pasal 7
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung
- mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2020 dan dapat
panjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
jan Kerjasama ini dapat berakhir sebelum habis masa




L' P
an Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing

buhi materai secukupnya dan masing-masing e e
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KESEPAKATAN BRBAMA
ANTARA
PEMERINTAI KABUPATIEN KLATIGN
PROVINSI JAWA TIENGAL
DIENCGAN
PEMERINTAI KABUPATIEN DONGGALA
PROVINGD SULAWEST TISNGAT
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN DANA BENCANA ALAM

Nomor 12/019.0/Tahun 2019
Nomar : 466.1 [0136 | Beg. HuK

Pada hari i dumat tanggal Tiga: belas bulan September tahun Dua ribu

sembilan belas (13-09 2009) kami vang bertands tanpan o bawab ini ¢

1. SRI MULYANI

2,Drs. KASMAN LASSA,SH.MH : BUPATI DONGGALA,

. BUPATI KLATEN, lbertindak  dalam
inbitannya terschut herdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor
131.33-8601 Tahun 2017 1entang,
Penpgnnpkitan Bupati dan Pemberhention

Wakil Bupati Klnten Provinsi Jaws Tenpnh,

herkedudukan i Klaten, Jalin Permueli

Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak

untuk  dan mas  nama Pemerintah

Kabupaten  Klaten,  selanjutnyn disebul
PIHAK PERTAMA. - ...

bertindak «alam
Jabitannya tersebul berdasarkun
Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor

131.72-BROK Tuhun 2018 lentang

Pengangkatan Bupati Nongpeala Provinsi
Sulawesi  Tengah,  berkedudukan di
Donggala, Julan Jati Kelurahan Gunung,
Bale Keeamatan Banawa Dongpala, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pernerintah Kabupaten Donpgala,

selanjutnya dischut PIHAK KEDUA,- - -




LI ddaRmnnkon olel PARA PUHIAK melalui Tim Koordinasi Kerjn Snma
ey,

(N o kelaneavan dadiom: komunikasi dan koordinnsi berkaitan: dengan
progeain done kRepintan vangy akon dikerjosmmakan, maka PARA PIHHAK

memnuk e

A THAK PERTAMA
Pagian Kesejulueraan Rakvat Seleetarint Doerah Kabupaten Klaten,
Jaln Pendae Nownor 200 IKkten Jawa: Tengah, Telephone @ (0272)
SATOAD pesiwat IR 26h Fasimile 2 (0272) 322507

bhe PHITAK KEDUA
ik, Merabh Indonesi (PN Kabopaten Donggalac Joadan Pelabuhan
Nomor 70 Kelaenhan Bovie Kecamatan Banown Donggala Sulawesi
Tenpah Rode Pox R T Telephaone @ 08524 1092065 (Sekretaris PMI

Rabupaten Donpenla)

ALV IV
JANGRA WARKTU

sl o
hesepakatan bersama i berlako selama 12 e belas) bulan terhitung,
seprh ditimdatinggan dan dapat ciperpangong bered:

PARN PHIAK

warkan kesepankatan

ARYERY
PEMBIAYAAN

Msal b

Segaka Dinvae vang timbul sebapai akibio ditnnedatan,

wninya Kesepakoton

bersama mn menjadi tangung, jwaby PARA PHHAK secarn proparsinnal.

ENVERY
PENUTU

asal 6
(1 Notne Kesepahaman ind dibunt dan ditandatangani pada Hari, Tanggal,

Hulnn doan Tahun sebapgaimonnn  tersebut pada awal Kesepakatan

bersama ini, dibuat dalam angkap 2 (Dua) nsli, masing-masing

bermaterai cukup, dan memiliki kekuntan huakum vang sama sctelah o

elitaiaed ot evernasd oy DATA DIET AT,




I Ul bl iy el diatog dilivm Kosiepikiatin qu \: Lo nlsinn dipnn e
Kemnidion dalom Dok et lmulm i 'nllum) s

Kesepakatan pora pilnk i etk Inml“ll o w terpinahlin
e Nota Kevepahatian i, \ :

IDUA

PERTAMA
N GOALA,

INLATION,

b ry' Asnﬁw LASSA,SH,, MH
Ak
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PERIANJAN KERIASAMA

Palang
ANTARA Merah
IR Indonesia
PEMERINTAN KABUPATEN KLATEN

PROVINSL JAWA TENGAI
DENGAN
PALANG MERAI INDONESIA KAHUPATEN DONGGALA

PROVINSI SULAWEST TENGALI

TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN MASYARAKAT
UNTUR KORBAN BENCANA ALAM
Romor 01 'PRS Tahun 2014
Nowar - 466.1 [ 033 [ Bay. Huk

Jumaiat tangeal T belas Tl &

seminlan belas, (13 © 200489y v !

ertinuda tansin i bawah ini
1. JAKA SAWALDI

_ -__-»“E

Padin b an weptember tahun Dua ribag

Sckretaris Dacrah Kabupaten Klaten,

Nip. 19631012 1087030 | 025

bernndak  dalam

abatannva tersebun berdasarkan Keputusan Bupin

Klaten Nomnun B2 2/967 /10

tentang,
|’vn;:.-m;;k-.nnn_-‘I’:-nu:uuknn Peabatr P

impinan Tingg:
Pratimia Sekretans Daceah Kabupaten  Klaten,
berkedudukan i Klaten, Jalan Pemuds Nomor 294

KEten, dalim hal mi bertindak untuk dan atas nama

Pemernintah Rabupaten Klaten Provinsi .Jawa Tengah,

sclanjuinya disebut PIHAK PERTAMA, ..
- Ketua  Palang Merah

2. MOH YASIN,S.Sos

Indonesia Kabupaten
Donggala berindak dalam Jabatannya  tersebut
berdasarkan  Surar Keputusan Palang  Merah
Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

Tahun 2019 lentang

berkedudukan dj Jalan  pe
Kelurahan Boy

labuhan Nomor 70,
a, Kecamatan Banawa,
Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal in
untuk dan atay nama  Palang Merah Indonesia
Donggala  Provins; Sulawesi
disebut PIHAK KEDUA -

Kabupaten

I bertindak

Tengah, selanjutuya

e wm Y
PN ES BN NN M 0, &n
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AdD . B

Segala biava vanz wmzu. sebagal akibat dari pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama i dipebankan padic Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
PARA PIMAK dan sumber dana lain yang sah dan tdak mengikat sccara

proporsional sesuai dengan kelentuan peraturan p:'|'umizmi-’.'lmdﬂ"iﬁ”“-

AR VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak

tunggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jungku waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal diperpanjang

sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

BAD VI
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Pasal 8
(1) Apabila dalam  pelaksanaan Perjimjinon ini terjadi perselisihan, maka
akan disclesaikan secarn musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila  dalim  penvelesaian prrselisihan . seeara musyawarah dan
mufokat  sebagnimana dimaksud  pada ayat (1) tdak tercapai

kesepakatan, maka penvelesaiannyi diserahkan kepada Gubernur dari

PARA PHIAK.

BALY VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Bisal Y

(1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 1elah berakhir dan PARA PIHAK
tielnk berkeinginanm untuk memperpanjang,

(2) Perjanjian ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada insttusi
PARA PIHAK.

BAB IX '.
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) |

Pasal 10
Apabila tidak terlaksananya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat
sesuatu hal yang terjadi diluar kemampuan (Foree Majeure) yaitu peristiwa

yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan



®

e @

s20 = TANS Lndadal dtau penshwa tersebut diluar kekunsaan
san bukan  kesalahan PARA PIHAK  serta PARA  PIHAK  tdak dapat
menghindarn atia mengatasi tindakan tersebut atan peristiwa 1ersebut,

viing dinvidakan sebagai Foree Majenre,

1AL X
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 11
(1) Dakinm hal terjadi perubahan Perangkat Dacrah pada PARA PHIAK vang
werkan dengan pelaksanaan Perjarjion ini, maka PIHAK vang mengaliami
perubahan  Perangkat Daeranh  tersebut berkewajiban  untuk
membertahukan perubahan dimaksud kepada PINAK lainnya  paling
fambat 1 (sata) bulan sejak  diundangkan  Peraturan Daerah
bersanpkutan,

[2) Hal hal vang belum dinmure dalam Perjanjian Kerja samaini, akan dialur
dialiim Perjanjn Tamlrithan / Perubahan
(Addendum /amandemen) atas kesepakatan darn masing-masing PIHARK
dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Perjanjinn Kerja
CHTTTHE T

() Addendum schagamana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan  oleh
masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tea) bulan sebelum perubahan
dlilakukan.

1AL X1
RIFTENTUAN PENUTUR
Pasal 12
Demikian perpanpan i dibuat dan ditinda tangao dalam rangkap 2 (dua)

ashi masing-masing bermaterad cukup dan mempunyni kekuatan hukum
vitng sama setelah ditanda minpani PARA PIHAK.

IHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Sekretgfis Daerah K

JAKA S
Nip. 1963101%




NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

{ Memorandum Of Understanding )

NOMOR : 11/019.6/TAHUN 2018
NOMOR : 019.6/369/2018

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN

DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua

Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----------------

[. SRI MULYANI

II. HENDRAR PRIHADI

: BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya

tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil
Bupati Klaten Provinsi Jawa  Tengah,
berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor
294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.---------------

: WALIKOTA SEMARANG, bertindak dalam

jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di
Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK




g L s e e e e i Rl B ok

b. PIHAK KE DU Ao e oo oo o e e e e e e oo

Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang,

| Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang Jawa Tengah.--———------------oo
Telephone : (024) 3584065 pesawat 1292-—-—«—remmcmrommspmmos e

Faximile : (024) 3513366----------mmmmmmmmm oo

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4
Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK. - mm e e e

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan
Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.------

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada
awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup
yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai

aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.------------~---------------

PIHAK KESATU
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KESEPAKATAN BERSAMA
NOMOR 15/019 6/TAHUN 2018
NOMOR 06/MoU/2018
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN DANA BENCANA ALAM

Pada hari ini Jumat wnggal Dua bulan November tahun dua ribu delapan
belas, kami yang bertanda tangan di bawah in; :

1. SRI MULYAN] * BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya

tersebut  berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun
2017 tentang Pengangkatan Bupati dan
Pemberhentian Wakil Bupali Klaten Provinsi
Jawa Tengah, berkedudukan dj
Pemuda N

Klaten, Jalan
omor 294 Klaten, dalam hal inj

bertindak untuk dan atas nama Pcmerintah
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah,
selunjutnya disebur PIHAK KESATU.




BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4
Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak ditandatangani dan dapar diperpanjang berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 5
Segala biaya yang timbul scbagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan
Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sccara proporsional.

Demikian Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PIIIAK KESATU
dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimann
tersebut pada awual Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-
masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama.
; _ PIHAK KEDUA
! b ;\_.' s
h.. . wt J ‘j \._l :‘
1 !f" .

Dr. H. NAJMUL AKHYAR, SH., MH

Mnngntahul
8.0, uPATI KLATEN




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA , STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 019.6/2384/2018
NOMOR : PKS/130.5/1400/21

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SMART CITY

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan September t:_a.hun Dua Ribu
Delapan Belas (25 - 09 - 2018), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

1. Dr.Ir. NANA STORADA
DM, SE, MM

?

I. SRl WINOTO, 8H

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Semarang,
berdasarkan Keputusan Walikota
Semarang Nomor : 821.2/524/2018
tanggal 17 Mei 2017 tentang Pelantikan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Semarang
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut diatas, selaku
demikian oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Semarang, yang berkedudukan di Jalan
Pemuda Nomor 148 Semarang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Klaten Nomor :
821.2/0297 /29 tanggal 22 Desember 2017
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas, selaku
demikian oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah

ik i"r bins Th. s __
Mip. 1

115599710 1 ol
4
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AK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 8

PARA PIHAK scpakat untuk menaati hak kekayaan intelektual atau nama
lainnya yang melekat pada apliasi smart city termaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

1.

1.
2.

JANGKA WAKTU
Pasal 9

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung scjak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini atau scjak tanggal Dua Puluh Lima bulan
September tahun Dua Ribu Delapan Belas dan akan berakhir sampai dengan
tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.
Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib
memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja
sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK
akan melaksanakan cvaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai bahan

pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil

evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian,

maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling

lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian, dalam hal

kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan

perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap

berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan sectelah jangka

waktu Perjanjian ini berakhir.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10.

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH

Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum

jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

apabila :

a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian
ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal
ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau

b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan

Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
atau

. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan

yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak
berusaha untuk  memperbaikinya setelah menerima  surat
narinmatan /teciran  tertilis sehanvak maksimal 3 (tigal kali dengan



'-E::egp;:der.si vang dityjukan ke alamat sebagalmana tersebut dalam ayat
- dianggap tewap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini,

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

1. Jika terdapat perjanjian scjenis dan masih berlaku, maka Perjunyjlan Inl tiduk
menggugurkan perjanjian scbelumnyn hinggn masa berlaku perjanjlan
terscbut berakhir.

2. Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau
diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup
Perjanjian ini, maka okan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini
berdasarkan hasil konsultasi dan persctujuan tertulis PARA PIHAK yang

dituangkan dalam suatu risalah kescpakatan untuk selanjutnyan dibuatkan
Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan baglan
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Scmua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan,
= perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan
berakhir dengan berakhirmya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karcna
PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi padn
PARA PIHAK. Kescpakatan Bersama antara Pemerintah Dacrah Kabupaten
Klaten dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang Nomor: 11/019.6/TAHUN
2018 dan tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan, tanggal 25 September 2018 merupakan lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani

bersama oleh PARA PIHAK di Kota Semarang pada hari dan tanggal sebagnimana

termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 4

(cmpat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku scbagai nelinya
47 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan sclanjutnyn 2 (dua)
"% eksemplar untuk PIHAK KESATU dan sclebihnya untuk PIHAK KEDUA,
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BUPAT] SLIUNJUNG, bertindak dalam

mbatannya  tereebul  berdasarkan
heputusan Mentenn Dalam Negen
Mo 131 13469 Tahun 206

Ferniethefilal

Fenganghatan
Bupatt Sycmjung Provinsl Sumatera

wntang Fengeasahan

dan Fengrasahan

Barat bertempat &1 Jalan FProf M

Yacan SH Noenoe 53 Muars Sijunjung
berundak untuh dan  atas nama
Pemenniah habupaten Syjunjung,
vang selamputnya  disebyt  FUTHAN
KESATU

BUPATT KLATEN teeeuinddak  dalam
Jabatamnya  teveelnt  Berndasarian
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BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 5
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian
Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkulu Sclatan dengan sharing budget Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dan Perjunjinn ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal o
(1) Jangka waktu perjunjian Kerjusama ini berluku sampai dengan
berukhirnya masa pembinaan Umit Permukimun Transmigrasi atau
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung scjak pencmpatan transmigran.
(2) Jangka wakw Perjunjian Kerjasama, i dupuft_ diperpanjang atas
kescpakatan PARA PIHAK dengan syarat PIHAK KEDUJ wajib
mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (uga)
bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, sepanjung memenuhi
ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan PARA PIHAK.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 7
Untuk mencapai tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK

mempunyai kewajiban mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala

~ terhadap :

. "Perkembangan jumlah transmigran;

Perkembangan Sosial Budaya, Pendidikan, Keschatan, Mental Spiritual,
Keamanan dan Kelembagaan;

Perkembangan usaha ckonomi; dan

Penyelesaian permasalahan yang timbul di lokasi permukiman.




Hidup Tahap

Lanjutan

Pengadaan Beras Kg -

Angkutan Beras Kg e

Iton Beras Paket =
. Saprotan

Paket A Paket =

Paket B Paket —

Paket C Paket

BFantuan alat mesin

pertanian : / ;

pengembangan P 'Efkf’t

usaha -

Bantuan modal

kerja dan peralatan
pertanian dan
pertukangan




